
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

NOMOR 13 TAHUN 2005  
 

T E N T A N G  
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2006-2010 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010; 

        
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622); 

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara 
nomor 4287); 

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

    4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4421); 

    6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi 
Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
dan 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
TAHUN 2006-2010. 

   BAB I  
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

   Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
   1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 
   2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah; 
   3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah; 
   4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraa pemerintahan daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

   5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Provinsi Kallimantan Tengah; 

   6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 
Provinsi; 

  7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun; 

  8. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota yang ada di wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

  9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat 
yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah; 

  10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan; 

  11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

   BAB II  
RUANG LINGKUP RPJM-D 

Pasal 2 

  RPJM-D memuat penjabaran dari visi, misi, arah, kebijakan dan strategi 
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